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lJPAY A PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DALAM KASUS PERKOSAAN 
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Kediri)(Toetik Rahayuningsih dan Astutik, 26 
halarnan) 

Penelitiaan ini dilakukan untuk menjawab pennasalahan (1) Dasar pertimbangan hukum 

apakah yang dijadikan pedoman untuk memutus perkara perkosaan (2) Bagaimanakah 

Upaya perlindungan hukum korban di )jhat dari putusan hakim yang memerlksa perkara 

tersebut 

Tujuan pcnclitian: (1) Untuk mcngetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban 

perko sa an mclalui putusan hakirn yang tclah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) 

untuk mcngetahui pandangan hakim mengcnat kondisi yang dihadapi dalam hal 

pembuk1ian telah leIjadi peristiwa pt:rkosaan 

Ha"il pt.'1lciitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan dalam putusan 

pengadilan yang memutus perkara perkosaan lebih banyak mengacu pada rumusan Pasal 

285 KUHP. Yang mana dalarn pl.'t'Umusan terscbut sangat sulit untuk pembuktiannya. 

Tidak jarang kasus yang· diajulr.an scbagai tindak perkosaan, namun daJam proses 

pembuktiannya di Pengadilan hanya diputus sebagai tindak perbuatan cabul. Kenyataan 

demikian sangat merugikan pencari keadilan yang notabene adalah koman iu sendiri. 

Dalam proses peradilan pidana untuk kasus perko sa an seringkali korban tidak 

terlindnungi . Hal itu terbukti sejak pelaporan oleh korban dilakukan, pasti aparat 

kepolisian sebagai aparat penyidik mcnganggap jenis kejahatan ini tidak teclalu serius. 

Padahal ilitmpak yang ditimbulka~l scl,,!gai akihaf kejahatan ini dapat menghancurkan 

mac;; a dcpan korban dan kt;lu'irgan~;a. Korban akan mcrasa sangat terpukul dan 

ml.'11anggung ma)u bl.'1"kepanjangan, hclurn lagi proses peradilan tidak selalu 

mendukungnya. Kan."'11a acapkali putusan yang dijatuhkan pada pelaku perkosaan jauh 

dari harapan masyarakat BiasailY~i ,mtara 2 -- 4 tahun saja. Padahal selama ; . ;oRCS 

berlangsung psjkologis korban sanga! tertekan dan berharap pe]aku dihukum s.eberat­

beratnya. 

(L.P. j:akultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: No.Kontrak : 
472/J03.2!PG/2000 tanggaJ 01 Oktober 2000) 
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K:\TA !'FNC,\NTAR 

Puji syukur kami panjatbn kcl1adirat Allah swr, hanya dcngan rahrnat-Nya 

penelilian ini sekHai ditakukan hingga pfmuHsan laporan akhir. 

Penclilian ini mengenai Upaya Perlindungan Hukwn Korban dalam Kasus 

Perkosaan dituuau d.ati Putusan yang tclah dUatuhkan olch Pengadilan Negeri Kediri 

AdapWl rnaksud dilal .... ukannya penelitian untuk mengetahui upaya perlindungan hukum 

terhadap kot'ban <idamkasullB perKosaan, Pr.neliliar. ini bcrpijak pada hasil penelitian 

yang pcmah dilakukan olch Polda bekerjasama dcngan lJnair 'pada tahun 1991. Adapun 

salah satu area pcnelitian adalah Kerlin yang pada Raat itu merupakan angka perkosaan 

tcrctin~llii di .l;i","a Timur. Tindak lanjut pcnelitian terscbnt adalah melihat periinl"lf!,an 

hukum ;;:;rhadap k{)rban pcrkosaan dart putusan yang tclah dijatuhkan oleh pengadilan 

Ncgt-'1-i Kcdiri. Apabila dilihat dad scluruh putusan yang dijatuhkan oleh hakim, tidak 

satUpWl putusan ilu rncnghuk'Um pelaku pcrkosaan secara rnaksimal sebagaimana diatur , 

dawn Pasal 285 KUHP, yaitu 15 tahun. Hal initah dirasakan tidak adil bagi pencari 

keadilan yang dalam hal ini adalah korban beserta keluarganya. Pada kesempatan ini tak 

lupa kami sampaikan tcrima kasih kepada Lembaga Penelitian Universitas Airlangga 

yang telah mernberikan kesempatan kcpada kami untuk melakukan penelitian. Kepada 

pihak-pihak yang turut mcmhantu lcrsclcnggarallya pcnclitian ini tak lupa kami 

sampaikan tcrima ka"ih 

Akhimya, harapan kami semoga peneIitian ini hennanfaat bagi pengembangan 

ilmu, khusu.';nya untuk bidang hukum pidana 

iv 

Sur-ahaya, Dcscmbcr 2000 
Penelit~ 
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J PENDAI [ULUAN 

A. Latar belakang Permasalahan dan Perumusannya 

Kasus-kasus kekcrasan tt.'Thadap pcrcmpuan semakin rnarak saja, hampir setiap 

hari dapat kita baca berita di koran-koran betapa setiap hari selalu ada saja perempuan 

yang menjadi korban kekerasan. Membahas kedudukan korban kejahatan maka perlu 

kiranya dikemukakan pengertian tentang korban. Korban adalah mereka yang menderita 

jasmaniah dan ro~ sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak 

asasi yang menderita.(Gosita:1985,41) 

Ditinjau dari sisi hukumnya pcrlindungan hukum tcrhadap korban kekerasan 

masih sangat kurang. Untuk itu perlu kita .ketahui bahwa bcrbicara mengenai hukum 

akan terkait dengan sistcm hukum mcncakup figa ha~ yaitu substansiJ perumw, 

pasalnya, struklumya! aparat penegak hukumnya serta kulturlbu~ya hukum. Kctiganya 

sangat erat kaitannya satu sarna lain, sehingga kalau kita ingin mengubahnya rnaka kit a 

harus mernperhatikan ketiga hal tt-'TSebu!. 

Berbicara masalah korban sebenarnya bukan hal baru, dikaitkan daJam suatu 

kejahatan maka korban mempunyai peranan fungsional daJarn terjadinya kejahatan. 

Pada kenyalaannya tidak rnungkin akan timbul suatu kcjahatan kalau tidak ada korban, 

yang merupakan pcserta ulama dar; si pcnjahat dalam hal tcrjadinya suatu kejahatan dan 

dalam hal pemenuhan kepcntingan si pcnjahat yang bcrakibat pen&-ritaan pada si 

korban. (Gosita, 1985:43) 

Dalam proses pcradilan pidana hak asasi rnanusia sangat dijunjung tinggi, oleh 

karena itu dalam sctiap prosesitingkat pemcriksaan scscorang yang diduga telah 

mclakukan suatu tindak pidana hams dipcrlakukan sccara balk dan manusiawi, bahkan 
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boleh didarnpingi p~nasehat hu,,"llrn/pcngacara dalam scliap tiugkatan pcmcriksaan. 

Dalam KUHAP pcrmasalahan perlindungan hukum tcrhadap tcrsangkalterdakwa sangal 

jclas diatur dalam Pasal-pasal 69-74 Kl)1IAP. Namun tidak sebaliknya terhadap nasib 

para korban. Perlindungan hukum terhadap korban tidak diatur secara spesiftk dalam 

KllliAP, hal ini dikarenakan korban dalam proses peradilan pidana kepentingannya 

diwakilkan pada negara cq jaksa penuntut UffiUffi. Tidak diatumya sccara khusus 

perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perkosaan tclah 

menimbulkan kctidakadilan dial ami korban, karena scringkali jaksa pcnuntut umum 

yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan hukurnan yang relatif ringan 

l(:rhadap pclakunya. 

Dalam kcnyataannya senng tcrjadi kctidakpuasan para korhan dengan 

hukuman/pidana yang dijatuhkan ter-hadap pclaku. Kctidakpmlsan tcrscbut mcma:. c. 

clapat dimakJumi mengingat dampak dan k~jahatan itu scndiri sangat berpengaruh bagi 

korban sedangkan hukuman yang dijatuhkan tidak cukup untuk membayar kerugian 

yang diderita korban yang hiayanya sangat malla!. Tidak jarang dalam kasus perkosaan 

itu menimbulkan trauma yang cukup lama dalam diri korban sedangkan bukti yang 

diajukan tidak cukup untuk menghukum berat pelakunya. Kenyataan inilah yang 

menjadikan peTSoalan perlindungan hukum terhadap korban pcrkosaan menarik untuk , 

ditelusuri lebih jauh. Persoalan yang muncul tidak dapat dipisahkan dengan kendala 

yang dihadapi korhan dalam hal pcmhukti tcIjadinya fluatu tindak pidana yang 

di~duhkan yaitu perkosaan. Sebagai konsekuensi dan kesulitan tersebut menjadikan 

hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakll tidak maksimal. 

. . 
Pengalaman penulis dalam advokasi pembcrdayaan korban perkosaan di bawah 

. \ 

umur di dat.iah Pamckasan dan Madiun rTl(''11Ul1jukkan bahwa ketidakberdayaan korban. J 
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scringkali .mementahkan tuduhan tclah tCljadi tindak perkosaan. Semisal karena korban 

tidak meronta atau korban tidak perawan dapat dijadikan alaCJan bukan perkosaan. 

Sehingga hukwnan yang dijatuhkan pada pelaku kurang dari dua tahun bahkan berkisar 

antara 1: 2 talmn. Kenyataan demikian JTlemang tidak cukup memuaskan dari sisi 

pencari keadilan adalah korban dan kcluarganya. lagi-Iagi ke~mlitan yang dihadapi 

untuk membuktikan telah tetjadinya tindak pidana pt.'fkosaan adalah karena kurangnya 

alat bukti yang mendukung. Hal ini sang at dirasakan korhan dan keluarganya, karena 

dengan bukti-bukti yang telah dilx..-rikan temyata tidak cukup menyeret pelaku Wltli,. 

mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu perkosaan. Scbingga tidak jarang 

korban perkosaanlkeluarganya Iebih suka mt--ndiamkanltidak melaporkan kasusnya atau 

bahkan memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. 

Secara ywidis untuk adanya perkosaan hafus memenuhi unsur-unsur yang sesuai 

dengan rumusan Pasal 285 KUHP, hal inilah yang dijadikan pedoman aparat penyidik 

danjaksa penuntut wnwn untuk memeriksa kasus perkosaan. Hal mana berbeda dengan 

persepsi masyarakat yang cenderung mcnyatakan dan bcranggapan bahwa semua 

kcjahatan kesusilaan adalah perkosaan. 

Harapan dan kcinginan masyarakat terhadap kaSll.."l perkosaan, yaitu agar 

pelakunya mendapat hukuman yang sebcrat-beratnya sangat dipahami mengin~~,·t 

~osaan merupakan perbuatan yang dipandang sangat merll',ak moral. Dari penelitian 

terhadap jaksa penuntut wnwn yang pemah dilakukan di tiga wilayah Surabaya, Kediri 

dan Besuki (1991), tercacat bahwa tuntutan pidana yang terbanyak lUltuk kasus 

perkosaan ialah 5-7 tahlUl (39,13%) sedagkan yang dituntut 12 tahun hanya (8,690,1,). 

Berdasarkan tingkat kesulitan dalam pembuktian adanya perkosaan oleh aparat 

Penyidik karena secara wnum tidak adanya saksi mata yIDlg mcnyaksikan peristiwa 
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perkosaan, di samping mencari bukti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal28S KUHP. 

Kesulitan juga dihadapiinanakala korban tidak seseg<""Ta mclaporkan kejadian yang 

menimpa dirinya, sehingga tidak semua ka.. ... us yang diajukan jaksa pen~tut umum 

berdasarkan Pasal 285 KUHP itu akan diputus hakim sesuai dcngan pasal tersebut 

Apabila diperbatikan ketenluan tentang pembuktian yang diatur dalam PasaJ 

183 KUHAP, "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apablJ,j 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia perolch keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa t(""Tdakwalah yang bersalah 

melakukannya" Pasa1 184 KUHAP menyebutkan: (1) alat bukti yang sah ialah:a. 

keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk dan c. kcterangan terdakwa. 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

Dengan herpedoman pada KUHAP, hakim dituntut untuk bertindak bijaksana 

dengan melihat pada kepentingan korban dalam kasus perkosaan, di samping juga turnt 

mencegah tindak pidana serupa di kemudian hari. Hakim hams berani menWltut berat 

terltadap pclaku perkosaan, karena sampai saat ini korban perkosaan sangal tidak 

dilindungi dalam proses peradilan pidana tcrbukti dengan putusan yang dijatuhkan r IiI 

pelaku sangat ringan, serta ganti kerugian yang tidak pemah dipcrolch scbagai akibat 

tindak pidana tersebut 

Berdasarkan latar helakang yang telah diuraikan di atas, persoalan menarik yang perlu 

dikaji adalah: 

1. Dasar pertimbangan hukum apakah yang dijadikan pedoman untuk memutus perkara 

itu sebagai tindak pidana perkosaan ? 

2. Bagaimallakah irnplementasi perlindullgan hukum terhadap korban kasus perkosaan 

ditinjau dati putusan hakim 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berpedoman dari lapoTan ha.<;il pcnc1itian mengenai Korban perlmsaan yang 

telah dilakukan POLDA Jatirn dengan Oniversitas Airlangga Surabaya pada tabun 1991, 

telah rnelatar belakangi untuk dilakukannya penelitian mengenai persoalan yang sarna 

yaitu perlindungan hukurn terhadap korban dalam kasus perkosaan dilihat dari S1S1 

putusan pengadilan. 
, 

Kejahatan perkosaan bukan suatu kejahatan yang barn, yang usianya sarna 

tuanya dengan kehidupan manusia. Jenis kcjahatan ini tidak saja dikenal dalam 

masyarakat modem mclainkan juga di ma.'1yarakat prirnitif. Jcnis kejahatan ini rnenjadi 

sangat rnenarik perh~tian sehubungan dengan timbulnya peristiwa kerusuhan ya~'" 

tetjadi di beberapa kota di Indonesia sepcrti di jakarta, Surabaya dan Medan yang 

dikenal dengan "Peristiwa Mei Kelahu". Dimana dalam pcristiwa kerusuhan tersebut 

juga dibarengan dengan tindak pcrkosaan terhadap kclomp<>k etnis tertentu, yang 

pelakunya sulit untuk ditangkap. 

Secara ywidis perkosaan, diatur dalarn ~asal 285 KUHP yang berbunyi: 

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa scseorang wanita 

bersetubuh dcngannya di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan 

dengan pidana penjara paling lama 12 tahwl. Sc1anjutnya Z.G Allen dan Charles F. 

Hemphill (1974) merwnuskan perkosaan sebagai" an act of sexual intercourse with a 

female resist and her resistence is overcome hy force", perumusan ini rnengandung 

pengertian bahwa si korban (wanita) tidak memheri.kan 'consent' atau persetujuan. Dari 

perurnusan Pasal 285 KUHP dan rumu..;;an yang dikemukakan Allen dan Hemphill 
• 
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terdapal pcrsamaan., yaitu sarna-sarna Illcndi,ank.ul pad:. pcrhualan hcrsctubuh yang 

dilakukan dengan menggWlakan kckl.'rasan/pahaan. 

Mernperhatikan 'ancaman pidana terhadap jenis kejahatan perkosaan cukup berat, 

namun temyata tidak menurutkan niat pelakunya. Dari hasil penelitian yangpem<1' 

dilakukanPolda Jatim beketjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya tahWl1991, 

bahwa motivasi pelaku perkosaan lebih banyak didorong oleh keinginan untuk 

meIampiaskan nafsu sex (88,17%), dcngan modus operandi usaha Wltuk mengajak 

korban ke tempat yang Icbih aman (41,94(?"")'. Mcngcnai tingkat kcdckatan antara korban 

dan pelaku dalam terjadinya kejahatan pcrkosaan mereka sudah saling mengenal 

sebelum tt-'ljadinya peristiwa tcrsebut (74,2 %). 

Separovic (1985) mengemukakan ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan, yaitu: 1. Faktol' pl.'t'sonal, termasuk di dalamnya faktor biologis dan 

psikologis; 2. Faktor sosial dan 3. Faktor situasional. Dalam kasus perkosaan, korban 

turut berperan dalam tetjadinya kejahatan tersebut "victim precipitation", yang nampak 

pada prilaku korban baik disadari ataupun tidak telah merangsang timbulnya perkosaan. 

Timbulnya kasusitu sendiri sebl."I1.arnya beragam alasannya, namWl yang 

terpenting adalah pola penanganan kasus .itu sendiri, proses peradilannya sampai dengan 

sistem pemidanaannya. Dalam kajian hukum pidana faktor kepastian dan keadilan 

memang menjadi penting manakala seseorang telah dirugikan sebagai akibat suatu 

tindak pidana. 

Khusus dalam ka..'lUS perkosaan tidak diingkari apabila posisi korban yang sangat 

dirugikan, yang sclanjutnya meminta kcadilan UTl!:,~ pcnyclcsaian kasusnya. [Jntuk 

memberikan keadilan memang tidak mudah, karena keadjJan itu sendiri sangat relatif 

sifatnya. Mcnyadari keadaan demikian, banyak para aktivis pt-'t'cmpuan berbicara keras 
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menyikapi proses pcnanganan perkara tCfschut. Namun dCnUkian tingkat kesadaran 

hukurn rang bcrbcda haik di kalangan aparat pcncgak hukum maupun masyarakat itu 

scndiri mCI\jadikan kasus ini masih mcnjadi "suatu Misteri" yang tak kunjung sima. 

Upaya menccgah tetjadinya korhan dengan mcngetahui schab-·schab tcrjadinya 

perkosaan dan mencari pt:mccahannya bukanlah hal yang mudah, perIu ketcrlibatan 

semua pihak, dimulai dari para individunya, masyarakat, aparat penegak hukum 

(perangkat hukum dan sistem hukum yang haik) serta pemerintah. 



8 

III TIJJUAN DAN MANFAA T PENELITIAN 

Penelitian ini berujuan : 

L Untuk mengetah~i perlindungan hukum terh~l(iap korban perkosaan melalui putusan 

pengadilan yang lelah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

2. Untuk mengetahui pandangan hakim mengenai kendala yang dihadapi dalam hal 

pembuktian tc1ah terjadi tindak ptdan.a perkosaan. 

, Manfaat dari penelitian·ini adalah: 

1. Memberikan masukan sebagai bahan advokasi untuk kasus-kasus yang sarna. 

2. Bahan perkuliahan hukum pidana khususnya kejahatan terhadap badanltubuh 
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A. Lokasi penelitian adalah Kediri. Dipilihnya kota Kedin scbagai loka.~i pcnelitian 

didasarkan pada data awaJ bahwa Kedin merupakan kota yang cukup banyak tct:j:rrii 

tindak perkosaan. Sebagai bahan perbandingan awal penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya 1991. 

B. Teknik pengurnpulan. sampel dilakukan sccara purposive, yaitu kasus-kasus 

perkosaan yang telah diputus pcngadilan selama dua talmn It.iakhir 

C. Cara memperoleh data dilakukan dengan pencatatan isi putusan dan membaca 

secara seksama dasar pertimbangan hakim dalam memcriksa dan memutus perkara 

perko sa at. 

D. Sumber data, adalah data primer dan data sckundcr. 

E. Teknik pengumpulan data diJakukan dengan cara pengorganisasian data yang 

dilanjutkan dengan klasifikasi data: Dari mulai pertimbangan hukumnya sampai 

dengan jumlah hukuman/pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku selama lima ~lWl 

bertwut-turut. 

F. Analisa data menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif. 
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V lL\SIL DAN PEMIL\lrASAN 

A. Dasar Pertimbangan Hukum sebagai Pedoman Memutus perkara perkosaan 

Dilihat dari sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama. 

Namun dari sisi pengenaan ancaman pidana terhadap pelaku dari dulu sampai sekarang 

tetap saja tidak dapat sccara maksimal. Kccuali apahila korbannya di sampaing 

diperkosan juga dianiaya sampai mati. ltupWl yang memperberat bukan tindak 

perk.osaannya tetapi telah· menghilangkan nyawa korbanlah yang memperbcrat 

pengenaan pidannya 

Secara sosiologis perkosaan ialah perbuiatan cabu~ melakukan persetubuhan 

dengan kekerasan danpaksaan. Perlmsaan merupakan perbuatan kriminal yang dikecam 

oleh masyarakat, dan bisa ditWltut dengan hukuman beral. Perkosaan selalu didorong 

oleh nafsu-nafsu sex yang sangat kuat dan abnormal. Dibarengi emosi-emosi yang tidak 

dewasa dan tidak adequat. Biasanya dimuati unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistjg 

Secara garis besar terdapat lima tipe tindak pidana perkosaan, yaitu: (Sri Sanituti 

Hariadi dan Bagong suyanto,2000:14) 

1. Sadictic rape (perkosaan sadis), yang mernadukan seksualitas dan agresi dalam 
bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melaui 
hubungan seksualnya melainkan melalui serangan yang mengerikan alas kelamin 
dan tubuh korban. 

2. Anger rape, yaitu perkosaan sebagi pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana 
menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertekan. Tubuh 
korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemcahan 
kesulitan, kelemahan, fiustasi dan kekecewaan hidupnya. 

3. Domination rape, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menUlliukkan 
kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap 'perempuan dengan tujuan 
utarna penaklukan seksual. 

4. Seductive rape, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang 
diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi 
keintiman personal, dan sampai batas-batas tertcntu bersikap permissive 
(membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual 
Namun karena pelaku beranggapan bahwa permpuan umumnya membutuhkan 
paksaan dan tanpa itu dia merasa gaga~ maka tetjadilah perkosaan. 
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5. Exploitation rape, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan 
atau situasi di mana permpuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara 
ekonomi dan sosial 

. Memperhatikan kelima ht.'t1tuk pcrkosaan di atas, dari pcnclitian yang dilakukan oleh 

Supannan Marzuki terhadap 63 kasus pcrkosaan yang pcrnah dimuat dalam Majalah 

Tempo (19R6-1990), menyatakan bahwa seductive rap~ merupakan kasus terbanyak 

(47,6%), diikuti tipe dominatiton rape (30,2%) dan tipe exploitation rape (14,3%). 

Berdasarkan hastl tcrscbut mcmang tidak dipungkiri hahwu tcrjadillya perkosaan telah 

mencmpatkan korban scbagai pihak yang turut bcrtanggung jawab atas tctjadinya 

pcristiwa t{'''fscbut. Tak jarang mengkaitkan kasus pcrkosaan dengan perilaku korban 

bahkan dengan apa yang dipakai oleh korhan. Pandangan masyarakat yang dcmikian 

sangat tidak mendukung upaya perlindungan terhadap korban. Acapkali korban enggan. 

menceritakan peristiwa yang menimpanya karena takut dipersalahkan oleh 

masyarabtnya 

Dalam tinjauan viktimologi dinyatakan bahwa korban mempunyai peman 

fungsional dalam teIjadinya kcjahatar.. Tidak mung,ki" ada kcjahatan tanpa ada koroan 

yang merupakan peserta utama dari si p<-"tljahat. Dengan kata lain korban mempWlyai 

tanggungjawab fungsionaJ dalam terjadinya kcjahatan. Namun demikian tidak berarti 

bahwa korban tarot dipersalahkan karcna mcndorong timbulnya kcjahatan. Karena; '.i 

prinsipnya tidak seorangpun mau atau ingin menjadi korhan. Bagaimanapun atas 

tetjadinya kejahatan pelakulah sebagai satu-satunya pihak yang dipersalahkan dan harus 

dipertanggwtgjawabkan dihadapan hukum pidana. 

Secara ywidis definisi perkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 

KUHP yang seJengkapnya berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman 
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kekerasan mcmaksa scorang waniLa hcrsctubuh dengan dia di luar pcrkawinan, dial,lcam 

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun". 

Fokus penelitian ini di samping melihat sisi yuridis sebagai dasar pertimbangan 

dijatuhkannya putusan terhadap kasus perkosaan., juga melihat upaya. perlindungan 

hukum terhadap korban perkosaan melalui putusan tersebut. Tentang peristiwa itu 

sendm, hanya dapat diperolch gambaran me,laui membaca kasus posisi tentang tindak 

pidana perkosaan yang ada dalam berita acara pemeriksaan. Kebanyakan pcmcrkosaan 

dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu dan scbagiari besar pemerkosaan dilakukan 

dibawah ancarnan telmasuk ancarnan dengan scnjata. Korban kchanyakan mcraMa sh()ck 

dan dilanda ketakutan sehingga menjadi penyebab m~gapa terlambat dilaporkan. 

Selain itu . kebanyakan perempuan ' secara kultural tidal< dipersiapkan untuk membela 

diri. 

Definisi korban perkosaan itu sendiri bervarias~ Prof Sutandjo menyebut 

perbedaan penerapan PasaI ~84 KUHP dan Pasal 283 KUHP yang membedakan 

perkosaan dan percabul3,n. Kebanyakan perkosaan dilakukan di rumah. Hubungan 

aritara pelaku dan korban biasanya sudah saling mengena~ jarang sekali dilakukan oleh 

orang asing yang tidak sa.ling mengcnal. 

Studi mengenai hubungan korban dan pelaku dalam kasus perkosaan, juga 

penelitian tentang korban dilakuk~n unhlk melengkapi statistik kriminal. Kedua 

penelitian ini juga dalarn rangka studi tentang sistem peradilan pidana yang "offender 

centered". Sudah sang at lama para ahli merasakan bahwa statistik krimin:il tidak dapat 

mencerminkan gejala kriminalitas yang terdapat dalarn masyarakat. KeadMn ini 
I 

biasanya disebut sebagai angka gelap kejahatan ('dark numbers of crime'). Ada 

berbagai alasan dikemukan terutama berkisar pada ke,nyataan tidak adanya hiporan 
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korhan ten tang pcristi~a yang dialaminya. Bcbcrapa schah yang dikcmukakan adalah 

(Steven Box, 1981): 

1. Korban mengetahui bahwa ia mcnjadi korban, tctapi tidak bt.'l'Sedia melapor, 
karena: 
1.1. rnenganggap polisi tidak efisien atau tidak· akan memp[edulikan 

laporannya; 
1.2. menganngap bahwa peristiwa itu merupaka nnurusan pribad~ karena: 

a. akan menyelesaikannya lamngsing di hlaf pcngadiJan; 
b. .merasa malu dan tidak bersedia mC'1jadi sakasi di polisis maupum di 

pengadilan (midI kejahatan kesusilaan) 
2. Korban tidak mengctahui bahwa dia telah merijadi korban suatu peristiwa 

kejahatan (misalnya, penipuan, yang dilakukan secara halus dan dalam kasus 
penggelapan uang atau barang yang dilakukan secara rapi) 

3. Korban sifatnya abstrak (abstract victim) dan karebna itu sukar ditcntukan 
secara khusus danjelas (misalnya masyarakat pembeli barang) 

4. Korban mengelami peristiwa kejahatan karena sendiri tcrlibat dalam kejahatan 
(victims their OMl criminal activity); 

5. Secara resmi tidak teljadi kornban karena kewenangan diskI'esi polisi Wltuk 
menentiukan peristiwa apa dan mana yang mcrupakan kejahatan ( hal ini 
menyangkut kebijakan dalarn penegakan hukum) 

Berdasar pandangan di atas memang posisi korban merupakan posisi yang tidak 

menguntWlgkan. Dengan tidak adanya perlindWlgan hukum terhadapnya men.;adi 

lengkaplah pendcritaan korban. Secara sinis dikatakan Reiman, 1979: bahwa sistem 

peradilan pidana yang berlaku tidak rnelindungi masyarakat (korban) terhadap bahaya 

yang paling besar tentang'jiwa, badan dan harta yang ditimbulkan oleh kejahatan. 

Dasar pertirnbangan hukurn wltuk mernutus perkarea pem" ... kosaan, berdasarkan basil 

penelitian ditemukan hasil sebagai bcrikut: kebanyakan Kasus perkosaan tidak selalu 

diputw; dengan Pasal 285 KUHI>, artinya tidak jarang kasus yang diajukan scbagai 

pt. ... kosaan oleh aparat pcnyidik namun dalam pembuktian oi pcngadilan diputlls sebagai 

perbuatan cabul. 

Untuk melihat secara seksarna perbedaan kedua perbuatan tersebut akan 

diuraikan di bawah ini. Perumusan Pasal 285 KUHP "Barangsiapa dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan memeksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 
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perkawinan, diancam karena melak-ukan pcrkosaan dengan pidarla pcnjara paling lama 

duabelas tabun. Scdangkan WlSur-unsur pasal tersebut adalab 

a. Barangsiapa, dalam hal ini pa.~ti laki-laki; 

b. Dengan kekt. ... asan atau ancaman kekerasan, berati setiap perbuatan yang 

mempergunakan tenaga fisik yang tidak ringao, atau menimbulkan ketakutan atau 

kecemasan karena ancaman; 

c. Memaksa untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawainan 

d. Diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama duabelas 

tabun. 

Berbeda dengan perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal-pasal: 284, 287, 288, 

289,290, 292, 293, dan Pasal 294 KlJIIP. 

Pasal 284 Kill-IP: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: 
Ke-l (a). seorang pria.telah kawin yang meLakukan zina, padahal diketahui bahwa Pa~ 
27 BW berlaku baginya; (b) seorang wanita telah kawin mclakukan zina 
Ke-2 (a) seorang pria yang turut serta melakukan perbuatanb itu, padahal diketahui 
bahwa yang turnt bersalah telah kawin; (b) seorang wanita todak kawin yang turut serta 
melakukan perbuatan iyu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalahn telah 
kawin dan Pas! 27 BW berlakubaginya. 

Pasal287 KilliP ayat (1): Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luara 
pertawinan padahal diketahtmya atau sepatutnya hams diduganya bahwa umumya 
belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas, t>elum waktunya dikawin, 
diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun. 

Pasa1288 KUlfl' ayat (1): Barangsiapa dalam perkawinana bersetubuh dengan seorang 
wanita yang diketabuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang besangkutan 
belum wakttmya dikawin, apabila perbuatan bt:rakibat luka-Ip.ka diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun. 

Pasal 289 Killil): Barangsiapa dcngan kekerasan ataua ancaman kekerasan memaksa 
seseorang untuk melakukan atau mcbiarka::t dilakukan perbuatan cabu~ diancam karona 
melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara 
paling lama scmbilan tahun 

Pasal 290 KUI-ll>: Diancam dengan pidana penjara paling lama iujuh tabun: 
Ke-l Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui 
bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya . 
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Ke-2 Barangsiapa mclakukan pcrbualan caul OCllg&Ul scorallg padahal Wkctahui atau 
sepatu1nya· harus diduga, 'bahwa umumya belum lima belas tabun atau kalau umutmya 
temyata, bahwa belurn mampu kawin. . 
Ke-3 barangsiapa membujuk scscorang yang dikctahui atau sepatutnya harus diduga 
bahwa wnurnya tidak tt,'1l\yata bahwa bclum mampu dikawin Wltuk melakukan 
perbuatan cabu) atau bersetubuh di 1uar perbwinan dengan orang lain. 

Pasal 292 KUHP: Orang yang helum cukup umur yang melakukan perbuatan cabul 
dengan orang l\aibn sam kelamin, yangg djketahui atau ppatut harus diduga bahwa 
lbelum cukup umur, diancam dengan pidan peryara paling lama lima tahun. 

PasaI 293 KUHP ayat (I): Barangsiapa dngan memberi atau menjajnjikan uang atau 
barang menyalahgunakan pt,'fbawa yang timbul dari hubWlgan keadaan atau dengan 
penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belurn cukup wnur dan baik tingkah 
·lakuilya Wltuk melakukan, membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal 
tcntang belum cukup umumya itu diketahui atau selayalcnya hams diduga, diancam 
dengan pidana penajara paling lama lima tahoo. 

Pasal 294 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan cabuk dengan anaknya, anak 
tirinya, anak angkamya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau 
dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidilcannya atau 
penjagaannya, diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya, bawahannya yang 
belum cukup wnur diancam dengan pidana peqjara paling lama tujuh tahun, diancam 
dengan pidana yang sarna 
Ke-l pejabat nelakukan perbuatan cabuI dengan otrang yang karena jahatannya adalah 
bawahannya atau denganorang yang p<..'11jagaannya dipt,-rcayakan ataWldiserahkan 
kepadanya, 
Ke-2 seorang pengurus, dokter, pegawa~ pengawas atau pesuruh dalam perijara tempat 
pekeJjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, aytau 
lembaga sosiaI yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan k '" 
dalamnya. 

PasaJ.pasal di atas merupakan ketentuan yang mengatur tentang kejahatan 

kesusilaan. Namun apabila dilihat dari segi ancaman pidana paling herat adaIah ootuk 

tindak pidana perkosaan ),aitu duabelas tahun, yang lainnya untuk percabulan hanya 

berldsar antara 4 tahWl, 5 tabun dan 9 tahun. 

Di samping itu untuk tatacara pembuktian telah teJjadi suatu peristiwa perkosaan 

atau perbuatan cabuI rnaka berlaku hukum pembuktian sebagairnana diatur daIam Pasa! 

184 KUHAP, alat-alat bukti terdiri dan: (a) keterangJtl saksi; (b) keterangan ahli; (c) 

surat; (d) petunjuk; (c) keterangan tcrdakwa. 
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Di dalam KUHAP mengenai bal"llig ;H.!\..~i dialHt dalalll pasal-pasal : 

46 ayat (2), apabila perkara sudah diputus , maka benda yang benda yang dikenakan 

penyitaan dikembalikan pada orang atau h1>ada mereka yang disebut dalam putusan 

tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, 'untw. 

dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampat tidal< dapat digunakan atau jika benda 

terscbut masih diperlulaina srbaga; hanng hllkti dalam ~kara lain; 

Pasal181: ayat (1) Hakim kctua sidang mcmperlihatkan kepada tcrdakwa segala barang 

bukti dan menanyakan kepadanya apakah dia mengt.'ll.al benda' itu dengan 

mcmperlihatkan kctentuan scbagaj mana dimaksud Pasa14S undang-Wldang ini; ayat (2) 

jib perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi 

Pasal 194 ayat (2): kecualai apabila terdapat atasan yang sah, pengadilan menetapkan 

supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang'selesai. 

Sebagai aldbat dati lemahnya penegakan hukum khususnya dalam kasus 

perkosaan, maka kclemahan ten.cbut nampak pada : (I Made Gclge~ 1997:53) 

a. Ketidakpuasan para pencari kcadilan (korban) tt.'Thadap pelaksanaan penegakan 
h~; , 

b. Makin meningkatnya upaya hukum: banding, kasasi maupun peninjauan kembali; 
c. Tetjadi contemp of court; 
d. PerlindWlgan terhadap korb;m belum cukup terlayani dengan baik; 
e. Berlarut-larutnya penyelesaian perkara baik tingkat penyidikan, penuntutan 

maupun pengadilan; 
f. Pelapur/pengadu yang belum terlayani dengan baik. 

Sepcndapat dengan hal di ams S~ono Soekanto juga metigemukakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: (Soetjono Soekanto,1984: ) 

1. Faktor hukumnya sendiri; . 
2'. Faktor penegak hukum yaitu pil1ak yang membentuk dan melaksanakan hukum; 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ; 
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukwn tersebut berlaku; 
5. Faktor budaya scbagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia dalam pergaulan hjdup. 
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Mcmpcrhalikan pandangan di alas apahila dik~tii Ichih jallh dalam upaya pcncg~,k .. n 

hukum dalam kasus perkosaan acapkali korban menjadi pihak yang paling dirugikan. 

Hal ini mengingat dasar pertimbangan yang dijadikan sebagai bahan untuk memutus 

perkara tersebut sangat formalitas, artinya pertimbangan norma yang lebih 

dikedepankan sCdangkan pertimbangan di luar itu; seperti pertimbangan psikologis 

korban kw'ang mendapat perbatian. Sehingga tidak jarang hukuman yang dijatuhkan 

terhadap pelaku tidak cukup mcmuaskan bagi korhan maupun keluarganya. Dengan 

demikian tidak jarang u,'Thadap kasus-kasus perkosaan at au pclecehan seksual para 

korban enggan untuk meneruskan pcrkaranya. Kar<..-na mereka beranggapan bahwa 

hukum pasti akan lebih berpihak pada pelaku daripada korban, padahal biaya yang harus 

ditanggtmg korban sangat besar dari pada hukuman yang dijatuhkan pada pelaku. 

Sebagai bahan perbandiogan kasus perkosaan di Pamekasan. pada tabun 1998, 
\ 

temyata reaksi masyarakat terhadap kasus perkosaan turnt mempengaruhi bakim dalam 

memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hal ini merupakan suatu perkembangan ke 

arab perlindungan pada korban. Masyarakat yang prihatin terhadap korban telah pula 

mem.pengaruhi sikap hakim dalam mengambil keputusan. Walaupwl resiko ancaman 

dari keluarga pelaku yang hams dihadapi korban dan keluarganya cukup besar namun 

hal yang menggembirakan tclah tcrjadi kcsadaran pada masyarakat pentingnya hukum 

untuk ditegakkan dan keadilan untuk dijunjung tinggi. Untuk kasu..~ perkosaan yang 

biasanya diputm; kurang dari dua tahun, dapat mcnjadi lebih dati dna tabun. 

Tidak dapat dipungkiri hahwa peran masyarakat sangat penting dalam 

mengontrol tugas keadilan, yaitu dengan membentuk opini publik untuk membantu 

memperjuangkan kepentingan korban khususnya dalam kasus-kasus perkosaan maupun 

pelecehan seksual. 
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9. Upaya I'erliudullgan Hukum Kurb.llll Pcrkusaan ditinjuu <lari Putusan Hakim 

Salah satu upaya perlindwtgan korban dalam kasus pemerkosaan memang dapat 

kita lihat dalam dalam proses peradilan . pidana putusan pengadilan atas peristiwa 

tcrscbut. Jumlah aneaman pidana mcrupakan salah satunya. Asumsjnya semakin tinggi 

jurnlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap petaku pcrkosaan bcrarti korban telah 

mendapatkan perlindungan hukum. Karena dengan pengt.'t1aan pidana yang berat 

terhadap peJaku diharapkan tidak akaJl icriadi peristiwCl scrupa, dengan kata lam para 

calon pelaku akan berfikir dua kali apabUa akan mclakukan perkosaan mengingat 

ancaman yang berat tersebut. 

Di sampillg itu, perlindungan dalam bentuk lain., misalnya pelayanan medis, 

maupWl psikologis juga dipertukan terhadap para korban untuk mernulillkan 

kepercayaan diri mercka. Mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa 

biaya ganti kerugian seb~gai kompensassi sebagai biaya pengobatan bagi korban. 

Kondisiuntuk saat ini jarang sekali korban mendapatkan perlindungan yang 

cukup dalam kasus mi. HaJ mi dapat dilihat pada awal peJaporan korban pada aparat 

penyidik. IdenLitas korban tidak dilindungi, hahkan lldak jarallg pcngakuan korban tidak 

dipedulikan schingga korban merasa tidak yakin kasusnya akan ditangani hingga tuntas. 

Persoalan korban ini semakin lengkap manakala harus dihadirkan sebagai saksi (korban) 

di muka pengadilan. Dleh karena untuk kasus kesusilaan, sidang dinyapkan tertutup. Di 

situ korban tanpa didarnpingi seseorang (baik penasihat hukumlkeluarga) yang 

mernberikan kekuatan untuk mengulang menceritakan hal ikhwal peristiwa yang 

menimpa dirinya. PersoJan jni seringkaJi korban menjadi putus asa, bahkan tidak jarang 

menyerah begitu saja oleh cercaan pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Tidak 
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jarang aparat pcnuntut wnum/jaksa lidak mcmhcrikan hantuan rnoril yang Rcharusnya 

menjadi tanggungjawab aparat ncgara selaku wakil korban. 

Memang diakui betapa sulit untuk membuktikan pcristiwa pcrncrkosaan ini, di 

samping tidak adanya saksi yang mcnyaksikan kcjadian itu, juga barang-barang bukti 

lainnya pasti telah dibuangldibersihkan oleh korban. Pclaporan tidak dilakukan pada 

saat tidak lama sctelah kcjadian. Hal ini seringkali dijadikan alasan aparat pcnyidik 

maupun penuntut untuk met'asa kcsulitan rnencrapkan Pa<;al 2R5 KUlIP tcrhad(l<p pclaku 

perkosaan. Walaupun dari sisi lcoritis mungkin tidak tcrlalu sulit unluk rncncrapkan 

Pasa128S KUHP. 

Hal terpenting yang pcrlu dipcrhatikan dalam kaSUH p<;rkosaan adalah 

pembuktian. Di dalam Pasa! 184 ayat (1) KUlIAP dinyatakan alat bukti -yang sah 

ada.Iah kctcrangan saks~ kclcrangan ahH, Rural, pctunjuk dan kctcranp,an tcnJakwa. 

Untuk menentukan seorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya 

disyaratkan ~ dua a1at bukti yang sah (pa.l:!aJ 183 KUI1AP). KhwoIIL"nya tcrhadap kal:!us 

perlcosaan, dengan adanya Pa<;al 183 KUHAP ini makin sulit saja scorang korban untuk 

mcnuntut pelakunya. Karena sangata jarang ada saksi yang mcngl~lahui adanya 

pt.-rkosaan, kccuali pcrkosaan lcrscbut tcrtangkap Langal\ atau pdaku pcrkosaan !chih 

dari satu orang. Begitu pula dcngan pcngakuan lcrdakwa, scorang pclaku pcrkoRaan 

jarang sekali rncngakui pcrhuatannya. Kaluputl pclaku rncngaklli pcrbuatannya tctapi 

kalau bukti Jain tidak ada maka pcJaklJ akan suJit dUatuhi PasaJ 285 KUI fP. 

Untuk kasus perkosaan seharusnya pcngertian kctcrangan saksi dipcrJuas tidak 

hanya keterangan sabi mengcnai suatu pcristiwa pidana yang ia dcngar scndiri, ia lihat 

sendiri dan ia aWnisendiri dengan menyebut saJasan dari pengetahuannya ilLl, tetapi 

keterangan yang dikernukakan oleh scorang saksi yang mcndcngan pcngakwUl korban 
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tcrscbut pada saal korban tcrschut mcminta advise psikologi lunla Icm,baga J>siko\og 

yang dibenluk bcrdasarkan utHi<mg-undang. Olch l<arClla illl dihuluhkaJl 8ualu pcralunUl 

yang mCllt:ntukan agar dihcnluk SI};Itu kmhaga psikologl Y.1I1g alan fllcngc\uarklln 

keterangan tentang keadaan koman, kctemgan mana dtpal dijadikan scbagai kctcrangan 

saksi. Dengan diperluasnya keterangan saksi dalam kasus perkosaan ini akan 

mempermudah polisi untuk m(''1lgWlgkap perkara perkosaan dan segcra melimpahkan 

kc kejaksaan. 

Kekurangan lain· yang dapat dilihat dari kasus-kasus perkosaan adalah ancaman 

hukwnan yang dikenakan pada pelaku yang terbukti mclakukan kesalahan. KUHP 

hanya mengenal ancaman maksimum dan tidak mengcnal ancaman minimum. Dalam 

kasus . perkosaan, undang-Wldang sarna sekali tidak melihat dampak yang dialami 

korban setelah peristiwa tersehut. Selain. itu ketiadaanlemhaga psikolog yang 

scharusnya disediakan olch negara untnk mernbantu mcr~g{l4ltkan korban. Sebagai 

korban juga mcrasa bahwa pemeriksa,m alas pcrkaranya sangat larnban, belum lagi ada 

kesan bahwa polisi tidak begitu saja mcmpcrcayai lapaoran yang diajukannya. 

Belum berfungsinya hukum ml'1l1bcri perlindungan tcrhadap kaum perempuan 

baik dari aspck substans~ stTuktur maupun hudaya hukum maka diperlukan upaya 

terobosan untuk mengantisipasinya. Polri scbagai penyidik pada umumnya, dan 

Polwiltabes Surabaya khususnya, tdah membcntuk suatu unit ruang pelayanan khusus 

(RPK) Remaja, anak-anak dan wanita untuk bckeIja secara optimal. RPK adalah ruang 

khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuanm POLRI di mana perempuan dan anak­

anak yang mcr~jadj, korban kckcrasan dalamkcluarga atau pclccchan scksual dapat 

mclaporkan khusll'~ kepada Polwan yang mcrnpunyai rasa crnpatik penull pengertian dan 

profesional sehitl~Q;a niasalahnya tcrscJcsaikan. 



21 

Di bawah ini akan dikemukakan upaya perlindungan hukum melalui pengenaan 

pidana terhadap pelaku perkosaan yang terjadi di wilayah PN Kodya Kediri 1998-1999. 

No. Tahun 

1. 1998 

--
2. 1999 

3. 1999 

-

Pengcnaan Pidana terbadap Pelaku Perkosaan 
Di Perigadilan Negcri Kodya Kediri 1998-1999 

. Nama Tuntutan Vonis 

Agung Purbo Ps. 285 KUHP Ps.285KOHP 
Santoso bin -- 3 th --Hh 6 bl 

Stamet 
--- -------------_ ..•. _-- ,--_._-

AriaIlto hin I.Ps.285 KUHP Ps 2~5 KUHP 
bin M. Sodik n. 289 jo 65 KIJl-iP --3 th 6 bJ 

-- 6 th 

Lodinavit Jones Ps 285 jo. Ps.285 jo. 
Sianturi 1 Ps 64 KUHP Ps 64 KUHP 

-- 3 th - 3 th _._-_._-----_. __ .------.. ---

. , 

Sumber: PN Kodya Kediri 1998-1999 

-
No. Tahun I 
1. 1998 

2. 1998 

3. 1999 

4. 1999 

'----

5. 1999 

PengenaanPidana terhadap Pelaku Perkosaan 
Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 1998-1999 

------------- •... ------_ .. _--------, 
.. Nama Tuntutan 

Ahmad Rifai Ps.285 KlJHP 
bin Sutikno -- 2 til 

-

Sumaji bin Ps.2x5 KUHP 
Mat Chori :·3 th 

--~.--.--- ----_._-_._--_._-----_ . 

Sugeng Santoso Ps. 285 KUHP 
bin Suwamo i --8 hI 

.. 

Muhtar Yudi i Ps.285 KUI-IP. 
bin MU.'illim --5 th ------T---------·--------I-Iaryono bin' Ps 285 KUHP .. 
~1udjiono --5 til . 

--.-

Vanis 

PS.285KUHP 
-Hh 6 bI 

1 }s.2~5 KUffi) 
--3th 

.. --
Ps.285 KUHP 

--6 bl. 

I )8 285 KUI-ll> 
- 4 th ---. ----.-.-------~ 

p 8.285 KUHP 
- 5 th 

Sumber: PN Kabupaten Kerlin 1998-1999 



Bctdasarkan data sckundcr Jj atas dapat dilihai bahwa ancaman pidana yang 

dikenakan terhadap pelaku bcrkitar antara 6 bulan sampai 'dcngan S tabun. Mengapa 

demikia1\ hal ini sejak awal dikatakan bahwa untuk jenis kejahatan perkosaan ada 

kesulitan dalam hal pembuktiannya sehingga aneaman Pasal 285 maksimal 15 tahun 

hampir-hampir tidak pemah diterapkan. Hal ini bemeda dengan rancangan KUHP 

Nasiona~ yang memberikan batasan minimum khusus pada pelaku kejahatan kesusilaan 

khususnya untuk jenis perkosaan adalah 4 tahun. 

Sebagai pck'Ilgkap data di atas akan disajikan kasus posisi tindak pidana 

JX-"rkosaan yang tclah diputus olc11 Pcngadilan Negeri Kabupatcn Kediri 

K asllS Posisi: 

Pada hari Rabu 21 Juli 1999 sckital' Pk.22.00 wib. Di rwnahnya pelaku yang juga 
adalah tempat tinggal korban, dengan kekerasan atau ancaman kekcrasan seorang 
perempuan yang bukan isterinya her8etuibuh dengan dia dengan cara korban yang 
sedang tidur dikamamya yang pintwlya tcrkunci dati da1am, noa-tiba pelaku 
mengetuk pintu sambi! memanggil korban dengan alasan akan mengambU adik 
korban yang kebetulan memang tidur dengan korban . Setelah pintu terbuka, 
korban yang hendak keluar untuk llonton TV dibalang-halangi pelaku dan bahkan ' 
didorong untuk kemudian masuk lagi kemudian pintunya dikunc~ Korban 
direbahkan dengan paba dan pelaku memaksa meminumkan 2 butir pit di dalam 
mulut korban sambit mencekik leher, sehingg korban merasa pusing. Pada saat itu 
korban baru menyadari bahwa pelaku sudah tidak mcmakai celana atau dalam 
keadaan telanjang dan melepas celana dalam yang dipakai korban, pelaku sempat 
menampar korban karena mempertahankan agar ceialla yang dipakainya tidak 
lepas. SeteJah celana lepas kemudian pelaku menindihnya sambi! memegangi 
kedua tangan korban terus memasukkan kCInaluannya yang sudah tegang ke 
dalam kemaluan korban sambiJ didorong-dorong dan digoyang-goyang. Upaya 
korban wituk mengelak dan mcngingatkan pclaku kalau yang disetubuhinya 
adalah anak kandung pelaku, namun pe1aku tidak menghiraukannya dan korban 
tak mampu mengelak akhirnya kemaluall pclaku masuk ke kemaluan kor'" '1, 

Setelah itu petaku menycret korban ke kamar kakaknya kemudian merebahkan di 
atas tempat tidur dan menindih tubuh korban, korban disetubuhi sekali lagi oleh 
pelaku sampai- pelaku merasa puas dan nikmat. Akibat perbuatan pelaku korban 
sempat dirawat di Rwnah Sakit Daerah Pare sclama 4 hari. 

Berdasarkan kasus di atas Jaba PenWltut Umwn mengajukan tuntutan 
sebagai berikut: 
Primer Pasa1285 KUHP dengan Pidana Penjara selama 5 tabun 
Subsider: Pasal 287 (1) KUHP 
Lebih subsider 294 (1) KUHP 
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Setelah melalui proses pcmeriksaan pcrkara di pcngadilan, [fakirn pada 
tanggal 1 November 1999 mcnjatuhkan vonis kcpada tcrdakwa Hariyono yang 
bcrsalah telah melakukan kcjahatan pcrkosaan ;..;ch .. gairnana diatur dalam Pasal 

. 285 KtJHP dengan piclana PCl1jara sclama 5 tahun sC!luai dcngan tuntutan jaksa 
Pt.-nuntul Umum. 

Penjatuhan pidana pcnjara selama 5 tahun terhadap pelaku perkosaan dalam 

kasusu di atas belurn cukup dibandingkan dengan pendetitaan si korban yang tidak lain 

adalah anak kandung tcrdakwa sendiri. Mt."tnperhatikan hubungan darah antara pelaku 

dan korban dalam kasusu tersebut sepantasnyalah ada pemberatan tcrlladap peJaku. Hal 

ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak sudah scharusnya dilindungi ayahnya, 

tidak dirusak atau dinodai kehormatatmya. Aib yang diderita si korban yang tidak lain 

anak kandung sendiri akan menjadi penderitaan seWllW- hidup 31 anak. Hal inilah yang 

sc.,'Iingkali jauh dari pengamatan hukum, hahkan terkesan diabaikan. Trauma psikis pasti 

akan menghantui sepanjang p,,~jalanan hidup si anak ~,.:pantasnyalah terhadap si pelaku 

dihukum pidana penjara maksimum, agar metlyadari betapa perbuatan yang dilakukan 

sangat tidak manusiawi dan m<::rupakan perbuatan biadab yang tidak dapat dimaafkan 

dan seharusnya hakim tidak hams herpcdoman berdasarkan tuntutan hukuman yiil!b 

diajukan jaksa. Hakim seharusnya mcmpWlyai kebcrani:m illlluk memutus lebih berat, 

bahkan menjatuhkan hul.:uman maksimal terhadap pela1..'u. Agar rasa keadilan 

masyarakat tidak terabaikan dengan adanya pcristiwa tcrscbut. 

Disamping upaya penghukwnan (repl'csit), upaya pencegahan dan 

penanggulangan, yang sarna pentingnya adalah upaya-upaya yang bersifat pelayanan 

misaInya pendirian crisis cennter atau rnmah penampungan atau shelter merupakan 

sesuatu hal yang harns dilakukan untllk rncrnherdav(lkan para korban perkosaan agar 

Iebm kuat dan mempWlyai semangal hiduJl kcmbali. 



McftjaJi 'anUJ~llng jawah :\~m\l;! IJi:lak, tJ;tik tfl<\S) a.(lkai maupun J>cmcrintah 

membantu para korban perkosaan wltuk kcmbali mcnghilangkan rasa malu yang 

dihadapi serta perasaan bersalah telah menjadi korban. Tanggung jawab negara untuk 

menycdiakan peJayanan psikologis guna membantu upay<l pemulihan para korban ini 

sehingga dapat segera bangkit dan menghapus masa lalunya yang menyakitkan. 

Dem.ikian pula d"'1lgan peran masyarakat untuk membantu secara morll menguatkan 

karban, selia m~laporkan kalau tcrjadi tindLt.k pidana It::rsebut. Sehingga tidak ada kesan 

disembWlyikan dan kejahataall yang mcmalukan Vada j"-'11is kcjahatan pt...,-kosaan ilri. 

Oich karena setiap orang khususnya percmpuan ada kcrnwlgkinan untuk menjadi 

korban. Untuk itu kerjasama semua pihak akan sangat membantu upaya pencegahan dan 

penanggulangan jenis kejahatan ini. 
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a. Kl-osimpulan 

Berdasarkan uraian yang tclah dijabarkan dalam pembahasan, hal-hal yang dapat 

disimpulkan sebagai bcriknt; 

Dasar pertimbangan hakirn dalarn putm'lan pcngadilan acapkali didasarkan pada 

pertiJnbangan dan bukti fonnal. Jarang sckali aspek kejiwaanlpsikologis korban 

mertiadi pertimbang-,an ,lalam mg)lUku1D pclaim pcrkosaan, hal ini terbukti dari 

jumlah hukurnan yang dUatuhkan tcrhadap pelaku rcJatif ringan dan tidak sesuai 

dengan penderitaan yang dialami korban. Mengingat pertirnbangan fannal 
. . 

terscbut sehingga tidak semua kasus pcrkosaan yang diajukanaparat pcnyidik 

sebagai kasus pcrkosaan olch hakim diputus hcrdasarkan Pasa1285 KillIP, hal ini 

disebabkan timbulnya kcsulitan dalam hal pembuktian telab teIjadi peristiwa· 

perkosaan. Kesulitan <.Ialam hal pembuhian dalam mengungkap tindak pidana 

perkosaan menjadikan kcragu-raguan aparat pencg,ak hukum untuk mencrapkan 

Pasa1285 KUHP t('Thaciap pelakunya. 

Dalam kasus perkosaan upaya perlindungan hukwn pada korban kurang sehingga 

korban tidak jarang enggan wltuk meneruskall perkaranya . kc pengadilan, di 

samping rasa malu korban dan keluarga juga acapkali aparat kurang· serius 

menanganinya sehingga korban lebih suka mcnyclesaikan di luar pengaditan 

b. Saran: 

Perbmya hakim untuk tumt rnernpertimnangkan aspek psikotogis dan kejiwaan di 

samping aspek ywidisnya dalarn mcmutuskan pcrkara perkosaan. Hal ini akan 



memberikan rasa keadilan dan kep;tHl{~ar'. hukum. baik !crhadap kurban , keluarganya 

maupun masyarakat. 

Dalam upaya pcrlindungan hnkum tcrhadap korhan pcrIwsaan, walaupun hukum 

positif tidak banyak mengatuf pcrsoalan pcrLindWlgan korban, namun perlu upayJ 

antisipatif guna mcncmpatkan korban perkosaan untuk memiliki rasa pereaya diri 

dan melupakan pctistiwa yaug m{'~Limpa1!ya.Untuk itu Pcrlu disediakan criss is 

center atau shelter atau rwnah penampWlgan bagi para korban sebagai tempat 

rehabilitasi kejiwaannya dan disediakan lembaga psikolog yang memberikan 

bantuan psikologis para korban pcrkosaan schingga dapat mcnghilangkan trawnanya 

eli kemudian hari. Terscdianya aparat pcnyidik dari Potri pt,"fcmpuan (polwan) yang 

khu~ disediakan untuk menangani pcrkara pl~rko3aan. Hendaknya ganti kerugian 

juga perlu diberikan sebagai upaya penyantunanterhadap korban. Pembayaran ini 

bukan bennnaksud membel.i penderitaan korban , namun semata-mata segunakan 

sebagai upaya memulihkan kondiai korban dari kejahatan yang pemah mc; ':l 

alami 



DAFTAR PlJSTAKA 

Allen,Z.G. dan Charles F. Hemphill:t974.. Basic Criminal LOjw, New York: 
King~portpress 

Arief Gosita : 1983,lvfasalah Korban Kejahatan, Kl!mpuic.(n Karanga;"l, Eilisi I Jakarta: 
Ak.:ldemika Pressmdo 

Djolw Prakoso : 19R5, Alat 811kti dan .J;.ekuatan. Pemhukti'1rI di Da!am Proses Pidana, 

eetJ, Yogyakarta: Liberty. 

Harkristuti Harkrisnowo : 1994, "Wanit:J rum K~iahatan dalam Pt:rspcktifKriminologis 
dan Yuridis", Makalah Seminar Kriminologi VII, Semarang . 

I ?\1ade Gelge : 1977, "Beberapa Pennas.alahan Pelaksanaan KUI-LA..P dalam Bidang 
Penuntutan dan Hak-hak Perlindungan Korban", Makalah Seminar Dwi Windu_ 
KUHAP, Problema Penegakan Hulmrnrrya, .Sl1rabaya: Fakultas Hukum Unair 

._--, "Beberapa Problema Penerallan KUHAP DaJam Didang penyidikan 
dan HAM Tcrsangka dan Korban" , Makalah Seminar Dwi Windu KUHAP, 
Problema Penegak.al'l lTukumn.va, Surahaya: Fakultas Hukum Unair 

Julia Brophy & Carol Smart : 1985, Women in Law, Eksplorations in Law, Family & 
Sexuality, London:Roultlcdge& Kegan Paul. 

M.IBnaeni : 1988 , "Masalah Santunan Bagi Korban Kejahatan", Makalah Seminar 
. Viktimologj:Pellye!esaian Permasalahan Korban~ Surabaya. . 

Polda Jatim Beketjasama dengan Unair : 1991, "Kasus-kasus Perkosaan di Tiga 
Wilayah Jawa Timur", Laporan Penelitian. 

'---~--, "Kejahatan Perkosa~ Di Kediri dan Surabaya (Suatu Studi Yuridis 
Kriminologis)", Laporan Penelitian. 

--- .-, "Dampalc Kesehatan Mental dari Korban Perkosaan Wanita Pada Korban 
serta Keluarganya Di Jawa Timur" Laporan Penelitian. 

Pwnianti: 1994, Violent Crimes, Maka{",h Seminar Krimino/ogi VlI, Semarang. 

Separovic, Zvonimir Paul: 1985, Victimo]ogy, Studies oj Victims, Zagreb. 

Tumbu Saraswati : 1994, "Kejahatan Yang Dilakukan oleh Wanita", Makalah Seminar 
Kriminologi VI!, Semarang. 

Sri Sanituti Hariadi dan Bagong Suyanto (Editor) : 2000, "Anak Permpuan 
K01'/JanKeke1'asan Seksual, CeLl, Surabaya: Lutfansah Mediatama. 


	JUDUL
	RINGKASAN



